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BAB II  

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG 

DIBATALKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

  

A. Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Hak Atas Tanah 

Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu 

permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas 

permukaan bumi.  

Pasal 4 ayat (1) UUPA Menjelaskan bahwa Atas dasar hak 

menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan 

hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas 

tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi, air dan ruang angkasa 

diatasnya. Yang dimaksud hak atas tanah, adalah hak-hak atas tanah 
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sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria 

khususnya hak atas tanah primer.37 

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseroangan atas 

tanah. Hak-hak Perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberi 

wewenang keapda pemegang haknya (perseorangan, kelompok orang 

secara bersama-sama, badan Hukum) untuk menguasai yang dapat 

mencakup menggunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah 

tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan 

kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat 

dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa 

bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu 

bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan 

peternakan.38 

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh 

pemegang pemegang hak tas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 

(dua), yaitu:39 

a. Wewenang Umum  

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya yang 

                                                             
37 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak 

Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2002, hlm.1. 
38 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah,  Kencana Prenada Meida Group, 

Jakarta, 2005, hlm. 82. 
39 Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1998, 

hlm. 45. 
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langsung berhubungan dengan tanah tersebut dalam batas-batas 

menurut UPPA dan peraturan hukum yang lainnya. yang dapat 

meliputi penggunaan dari bumi, air dan ruang yang ada 

diatasnya.  

b. Wewenang Khusus  

Wewenang yang bersifat khusus yaitu penggunaan hak atas 

tanah sesuai dengan macam hak atas tanah yang dimilikinya, 

contohnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah seseoranga 

mempunya wewenang atas tanahnya tersebut untuk kepentingan 

usaha (Pertanian, Perkebunan, dll) dan untuk mendirikan 

bangunan, pada wewenang tanah hak Guna Bangunan adalah 

seseorang mempunyai wewenang untuk mendirikan bangunan 

dan memiliki bangunan diatas tanah milik orang lain. 

Pengelompokan hak-hak atas tanah dalam dua kelompok, yaitu 

hak-hak atas tanah primer dan hak-hak atas tanah sekunder:40 

a. Hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang 

diberikan oleh Negara, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh 

Negara.  

b. Hak atas tanah sekunder adalah yang bersumber dari hak pihak 

lain, antara lain : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang 

                                                             
40 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.64. 
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diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, 

Hak Menumpang, Hak Sewa. 

 

2. Macam-Macam Hak Atas Tanah 

Macam-macam hak atas tanah menurut UUPA terdiri dari Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa, 

Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, serta Hak-hak lain 

yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan 

dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, 

sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA berisi tentang hak-hak atas 

tanah yang bersifat sementara yaitu Hak Gadai,  Hak Usaha Bagi Hasil, 

Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 

Macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada 

instansi pemerintah dan instansi pemerintah apapun yang boleh 

mempunyai hak tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Hak Milik  

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPA Hak milik adalah hak 

turunmenurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah dengan mengnigat bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial. 

Turun menurun artinya bahwa tanah tersebut dapat diwariskan 

apabila ada ahli warisnya jikalau pemilik tanah tersebut meninggal 

dunia, sepanjang telah memenuhi persyaratakan yang ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan. Terkuat, artinya tidak mudah 
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hapus, hak yang lebih kuat dari hak atas tanah yang lainnya, waktu 

tidak terbatas dan dapat diwariskan, mudah dipertahankan apabila 

ada gangguan dari pihak lain. Terpenuh artinya hak Milik atas tanah 

memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila 

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk 

bagi hak atas tanah yang lain maupun tidak, dan penggunaan 

tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang 

lain. Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan waraga 

negara Indonesia (WNI) dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh 

pemerintah. Dalam menggunakan hak milik harus melaksanakan apa 

yang diamanatkan dapa UUPA, bahwa hak atas tanah memiliki 

fungsi sosial, yaitu penggunaan tanah harus berdasarkan dengan 

keadaan dan sifat haknya, tanah tersebut harus diurusi agar 

kesuburan terjaga dan menjegah kerusakan pada tanah tersebut, dan 

dalam menggunakan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi 

orang lain.41 

b.  Hak Guna Usaha  

Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1960 

tetang UUPA Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan 

tanah yang dikuasi langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan Pertanian, 

Perikanan atau peternakan. Subyek yang bisa mendapatkan Hak 

                                                             
41 Urip Santoso, op.cit, hlm. 90-91. 
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Guna Usaha sesuai padal 30 ayat (1) UPPA jo. Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah Warga Negara Indonesia 

dan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

c.  Hak Guna Bangunan 

Berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 

mempunyai maupun mendirikan bangunan diatas tanah dalam jangka 

waktu tertentu yang mana bangunan diatas tanah tersebut bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.42 

d.  Hak Pakai  

Berdasarkan pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan memungut hasil dari suatu tanah yang langsung 

dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, dalam hal ini 

berdasarkan keputusan oleh pejabat untuk memberikannnya, 

sedangkan apabila milik orang lain maka berdasarkan perjanjian, 

yang itu bukan perjanjian pengelolaan tanah maupun sewa-

menyewa. Kata “menggunakan” menunjuk pada pengertian bahwa 

Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, 

sedangkan yang dimaksud “memungut hasil” dalam hak pakai 

menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk 

                                                             
42 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 

2005, hlm. 190. 
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kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya perternakan, 

perikanan, pertanian, perkebunan.43 

e. Hak Pengelolaan  

Hak pengelolaan dapat diberikan kepada Departemen/Lembaga 

Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Otonom dan BUMD, jika tanah 

asetnya itu dimaksudkan selain untuk dipergunakan sendiri. 

 

B. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

1. Pengertian Sertifikat Hak Milik Atas tanah 

 Sertifikat menurut KBBI yaitu tanda atau surat keterangan 

(pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat 

digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.44  

Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah 

menyebutkan pengertian sertifikat yaitu:45 

Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah hak pengelolaan 

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 

tanggungan yang masing – masing sudah dibukukan dalam buku 

tanah yang bersangkutan. 

 

Sertifikat tanah menurut Bachtiar Effendi yaitu: “salinan dari buku 

tanah dan salinan surat ukur yang keduanya kemudian dijilid menjadi 

satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan Menteri Negara”.46 

                                                             
43 Auri, 2014, Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka 

Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vo.2, Ed.1. 
44 Kamus Besar Bahasa Indoesia. 
45 Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 
46Bachtiar , op.cit, hlm.25. 



35 
 

 
 

Sertifikat adalah buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid 

menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kekuatan pembuktian sebuah 

sertifikat, terdiri dari atas sistem positif, bahwa sebuah sertifikat tanah 

diberikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang bersifat mutlak serta 

merupakan satu-satunya tanda bukti hak dan sistem negatif, bahwa hal-

hal yang tercantum pada sebuah sertifikat harus dianggap benar sampai 

dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan.47 

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sertifikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data 

fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan 

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan 

buku tanah yang bersangkutan.48 

Pasal 32  ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah:49 

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak 

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 

5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat 

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 

                                                             
47Anisa Rahma Hadiyanti, et.al, 2017, Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa 

Kepemilikan Hak Atas Tanah, e-Journal Lentera Hukum, Vo.4, Issue 3. 
48 Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 
49Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 
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mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah 

atau penerbitan sertifikat tersebut. 

 

Sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah 

bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat 

lahan tanahnya secara turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Khusus 

terhadap hak milik atas tanah ditentukan lain, yaitu ada unsur turunan, 

terkuat dan terpenuh, dibandingkan hak lainnya, namun harus diartikan 

senafas dengan fungsi sosial tanah, selain itu juga dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan hutang melalui 

pembebanan hak tanggungan. Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan bahwa hak milik 

dapat dipunyai setiap warga negara Indonesia tanpa menyebutkan 

perbedaan suku atau etnis, ketentuan selanjutnya sebagai berikut:50 

a. Sertifikat hak milik hanya dapat diperoleh oleh Warga Negara 

Indonesia dan oleh badan hukum yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah, (lihat juga dalam pasal 21 Undang-Undang 

Pokok Agraria).  

b. Warga Negara Indonesia dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah 

berdasarkan penegasan hak. 

                                                             
50 Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan 

Hak Pengelolaan. 
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c. Warga Negara asing dapat memperoleh sertifikat hak milik 

berdasarkan; peralihan hak karena warisan tanpa wasiat dan harta 

bersama dalam perkawinan, dengan catatan bahwa ia harus 

melepaskan haknya dalam jangka satu tahun sejak ia memperoleh 

hak (lihat juga Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria). 

d. Badan hukum dapat memperoleh sertifikat hak milik sebagaimana 

ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan 

Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 1963 serta Peraturan Menteri 

Agraria Nomor Nomor 2 Tahun 1960.51 

 

2. Fungsi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah  

Sertifikat bagi pemegang hak, pemerintah dan atau pihak ketiga 

dalam hal:52  

a. Sebagai alat bukti hak atas tanah yang terkuat dan hukum 

memberikan perlindungan atas kepemilikan hak atas tanah dengan 

sertifikat. 

b. Sebagai jaminan kredit jika hendak meminjam uang di bank.  

c. Apabila ada pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum 

dengan menggunakan tanah masyarakat, maka pemberian ganti rugi 

bagi tanah yang bersertifikat akan lebih tinggi dibandingkan dengan 

tanah yang belum bersertifikat.  

                                                             
51 S Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Grasindon, Jakarta, 2005, hlm.22-

23. 
52Sahman, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.108-109. 
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d. Dengan sertifikat hak atas tanah, maka pemerintah mengetahui 

pemilik tanah.  

e. Untuk dapat memberikan tertib administrasi pertanahan. 

 

3. Sertifikat Ganda 

Sertifikat ganda adalah sertifikat-sertifikat yang menguraikan 

satu bidang tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah 

diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal 

semacam ini disebut pula “Sertifikat Tumpang Tindih (overlaping)”, baik 

tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari 

tanah tersebut.53 Sedangkan yang tidak termasuk pengertian sertifikat hak 

atas tanah ganda adalah: 

a. Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang 

hilang. 

b. Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang 

rusak. 

c. Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang 

dibatalkan. Hal ini disebabkan karena sertifikat-sertifikat 

dimaksud di atas telah dinyatakan dan tidak berlaku sebagai 

tanda bukti. 

d. Sertifikat hak guna bangunan diatas hak milik maupun diatas 

hak pengelolaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Ali Chomzah, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas 

Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertifikat dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2002, hlm.139. 



39 
 

 
 

C. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

1. Pengertian Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

 Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dalam Pasal 1 angka 12 

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah selanjutnya disebut 

PMNA/KBPN No. 3 tahun 1999 yaitu :54 

Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah 

karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam 

penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 

Pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu:55 

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian 

suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan 

tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam 

penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 104 

(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan  

      pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian  

hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. 

                                                             
54Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah. 
55 Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan. 
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(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam 

penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas 

tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 104 ayat (2) PMNA/KBPN No. 9 tahun 1999 menyebutkan 

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena 

terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan 

pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Disebutkan pula di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah Negara pembatalan keputusan pemberian hak 

atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya 

dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan 

pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Propinsi, untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
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Pasal 106 

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum 

administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena 

permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang 

berwenang tanpa permohonan. 

(2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsung kepada 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor 

Pertanahan. 

Pasal 107 

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 

ayat (1) adalah: 

a. Kesalahan prosedur; 

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; 

c. Kesalahan subjek hak;  

d. Kesalahan objek hak; 

e. Kesalahan jenis hak; 

f. Kesalahan perhitungan luas; 

g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; 

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau 

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif. 

Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan salah tindakan 

hukum pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai 

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang 
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pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 

Tahun 2006 dalam rangka menangani dan menyelesaikan kasus 

pertanahan sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para 

pihak yang bersengketa dalam kaitannya dengan penggunaan, pemilikan, 

penguasaan tanah di Indonesia.56 

Sertifikat Hak Atas Tanah bukan merupakan tanda bukti 

kepemilikan yang mutlak, melainkan bersifat kuat, dalam artian bahwa 

sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan mengenai data fisik dan data 

yuridis yang termuat didalam sertifikat sepanjang sesuai dengan yang 

termuat dalam buku tanah dan surat ukur, sehingga apabila ada pihak 

yang berkeberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut dapat 

mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk 

dibatalkan atau mengajukan gugatan di Pengadilan.57 

Pembatalan Sertifikat Hak Atas dikonkretkan dengan membatalkan 

Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

dilakukan dalam hal: 58 

a. Adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat, baik 

didasarkan adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan 

atau yang dirugikan maupun ditemukan sendiri oleh Kepala 

Kantor Pertanahan yang bersangkutan.  

b. Adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

yang harus dilaksanakan.  

 

                                                             
56 Anak Agung Istri Diah Mahadewi, 2013, Pengaturan Prosedur Pembatalan Sertifikat 

Hak Atas Tanah Yang Merupakan Barang Milik Negara, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vo.2, 

No.3. 
57 Ibid, hlm.9. 
58 Ibid, hlm.9. 
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Hal tersebut di atas tercantum di dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat 

cacat hukum administratif dan melaksanakan putusan Pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Jadi semua tanah yang termasuk tanah 

yang telah dilekatkan hak dapat dimohonkan pembatalan apabila terdapat 

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun adanya 

cacat hukum administrasi. Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas 

Tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap walaupun amar putusannya menyatakan suatu sertifikat hak atas 

tanah batal, batal demi hukum atau tidak sah, namun Sertifikat Hak Atas 

tanah tersebut tidak serta merta menjadi batal, melainkan harus 

dimohonkan pembatalan oleh pihak yang dimenangkan oleh putusan 

pengadilan yang diperoleh tersebut, karena tindakan pembatalan 

Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan tindakan administrasi pejabat 

organ pemerintah.59 

Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 

ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan, meliputi: 60 

a. Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan 

konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak 

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;  

                                                             
59 Ibid, hlm.9. 
60Pasal 56 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
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b. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan 

konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak 

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN;  

c. Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan 

pembatalan hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang 

diterbitkan oleh Menteri 

 

2. Tata Cara Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

Tata cara pembatalan sertifikat hak milik atas tanah terbagi atas 

beberapa bagian, yaitu: 

a. Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi 

1) Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi 

yang diterbitkan karena permohonan. 

a) Dasar hukum Pasal 108 sampai dengan Pasal 118 

PMA/KBPN No. 9 tahun 1999. 

b) Pengajuan permohonan pembatalan diajukan secara 

tertulis dengan memuat: 

1) Keterangan mengenai pemohon baik pemohon 

perseorangan maupun badan hukum. Keterangan 

ini disertai foto copy bukti diri yaitu bukti 

kewarganegaraaan bagi pemohon perorangan dan 

akta pendirian perusahaan serta perubahannya bila 

pemohon badan hukum.  
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2)  Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data 

yuridis dan data fisik tanah yang sedang 

disengketakan. Data memuat nomor jenis hak, 

letak, batas, dan luas tanah, jenis penggunaan 

tanahnya. Keterangan tersebut dilengkapi dengan 

melampirkan foto copy surat keputusan dan/atau 

sertifikat hak atas tanah dan surat-surat lain yang 

diperlukan untuk mendukung permohonan 

pembatalan hak atas tanah. 

3) Permohonan disampaikan kepada Kepala Badan 

Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor 

Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak 

tanah yang bersangkutan.  

4)  Kantor pertanahan selanjutnya akan menyampaikan 

kepada pihak ke-3 yang berkepentingan 

(termohon) perihal adanya permohonan 

pembatalan untuk kemudian diminta tanggapannya 

dalam waktu satu bulan.  

5)  Permohonan akan diperiksa dan diteliti 

substansinya. Bilamana diperlukan Kantor 

Pertanahan akan melakukan penelitian 

berkas/warkah dan/atau rekonstruksi atas obyek 

hak yang disengketakan. Hasil penelitian 
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dituangkan dalam berita acara penelitian data fisik 

dan data yuridis yang menjadi dasar dalam 

menjawab permohonan pembatalan. 

6)  Jawaban atas permohonan pembatalan ini berupa 

keputusan pembatalan hak atau penolakan 

pembatalan akan disampaikan kepada pemohon 

melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang 

menjamin sampainya keputusan kepada yang 

berhak. 

2) Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena cacat 

hukum administrasi yang diterbitkan tanpa adanya 

permohonan.  

Suatu keputusan pemberian hak dan/atau sertifikat hak 

milik atas tanah diketahui mengandung cacat hukum 

administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 serta 

ditemukan pelanggaran atas kewajiban pemegang hak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 103 PMNA/KBPN, No. 9 

tahun 1999, maka tanpa adanya permohonan pembatalan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan 

keputusan pembatalan hak tersebut. 
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Proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah adalah 

sebagai berikut: 

1) Pembatalan hak atas tanah terlebih dahulu dilakukan 

penelitian data fisik dan data yuridis terhadap keputusan 

pemberian hak atass tanah dan/sertifikat hak atas tanah yang 

diduga terdapat kecacatan.  

2) Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada Kepala 

Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Propinsi dengan 

menyertakan hasil dari penelitian data fisik dan data yuridis 

dan telaah/pendapat kantor pertanahan pemeriksa. 

3) Bilamana berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah 

diteliti dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, 

maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan 

yang berupa pembatalan atau penolakan pembatalan 

Keputusan yang diambil memuat alasan dan dasar 

hukumnya.  

4) Bilamana kewenangan pembatalan terletak pada Kepala 

Badan Pertanahan Nasional, maka Kantor Wilayah 

mengirim hasil penelitian beserta hasil telaah dan 

pendapatnya. 

5) Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan 

mempertimbangkan telaahan yang ada untuk selanjutnya 

mengambil kesimpulan dapat atau tidaknya dikeluarkan 
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keputusan pembatalan hak. Bilamana dinilai telah cukup 

untuk mengambil keputusan, maka Kepala BPN 

menerbitkan keputusan pembatalan atau penolakan yang 

disertai alasan-alasannya. 

b. Pembatalan Sertifikat Karena Melaksanakan Putusan 

Pengadilan. 

Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan keputusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus 

memenuhi syarat sebagai berikut :  

1) Keputusan pembatalan hak atas tanah ini dilaksanakan atas 

permohonan yang berkepentingan.  

2) Putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengajukan permohonan adalah putusan yang dalam 

amarnya meliputi pernyataan batal atau tidak mempunyai 

kekuatan hukum atau pada intinya sama dengan itu (Pasal 

124 ayat (2) PMNA/KBPN 9/1999). 

3) Proses pelaksanaan pembatalannya, yaitu : 

a) Permohonan diajukan secara tertulis kepada BPN atau 

melalui Kantor Wilayah Propinsi atau Kantor 

Pertanahan setempat; 

b) Setiap satu permohonan disyaratkan hanya memuat 

untuk satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang 
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letaknya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; 

dan  

c) Permohonan memuat; 

1) Keterangan pemohon baik pemohon perorangan 

maupun badan hukum. Keterangan ini disertai foto 

copy bukti diri yaitu bukti kewarganegaraan bagi 

pemohon perorangan dan akta pendirian 

perusahaan serta perubahannya bila pemohon 

badan hukum. 

2) Keterangan mengenai tanahnya meliputi data 

yuridis dan data fisik tanah yang sedang di 

sengketakan. Data memuat nomor dan jenis hak, 

letak, batas, dan luas. 

3) Tanah, jenis penggunaan tanahnya. Keterangan ini 

dilengkapi dengan melampirkan surat keputusan 

dan/atau sertifikat hak milik atas tanah dan surat-

surat lain yang diperlukan untuk mendukung 

pengajuan pembatalan hak atas tanah.  

4) Alasan-alasan mengajukan permohonan 

pembatalan.  

5) Foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama 

hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap. 
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6) Berita acara eksekusi apabila untuk perkara pidana 

atau perdata. 

7) Surat-surat lain yang berkaitan dengan 

permohonan pembatalan. 

d) Berdasarkan berkas permohonan dan bukti-bukti 

pendukung yang telah disampaikan dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota/Kanwil BPN Propinsi 

selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Nasional : 

1) Memutuskan permohonan tersebut dengan 

menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah. 

2) Memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan 

tidak dapat dilaksanakan disertai pertimbangan dan 

alasan untuk selanjutnya Kepala BPN meminta 

fatwa kepada Mahkamah Agung tentang amar 

putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan 

tersebut.  

3) Terhadap permohonan baik yang dikabulkan 

dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan 

hak atas tanah atau penolakan karena amar putusan 

pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan (non 

executable), disampaikan melalui surat tercatat 

atau cara lain yang menjamin sampainya 
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keputusan/pemberitahuan kepada pihak yang 

berhak. 

Terdapat 3 cara untuk melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah, 

Pertama meminta pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan.61 

Kedua, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) Keputusan Tata Usaha 

Negara (“KTUN”) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan 

dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk KTUN. Yang juga perlu 

diperhatikan adalah batas waktu untuk menggugat ke PTUN, yaitu 90 hari 

sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata 

usaha negara sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.62 

Ketiga, mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri. Setiap orang yang 

ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dasar dan dalil-dalil yang 

penggugat pikirkan dan penggugat nilai merugikan, seperti contohnya, 

                                                             
61Antonius Alreza Pahlevi, Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan 

Prosedurnya, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-

pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021 pukul 

14.00 WIB. 
62 Antonius Alreza Pahlevi, Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan 

Prosedurnya, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-

pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021 pukul 

14.00 WIB. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5e6b341f2ecd6/mitra/lt4c452c9c1a7d2/antonius-alreza-pahlevi-m--sh--mh
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5e6b341f2ecd6/mitra/lt4c452c9c1a7d2/antonius-alreza-pahlevi-m--sh--mh
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
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seseorang menjual sebidang tanah kepada pembeli dan pembeli tersebut belum 

membayarkan sepenuhnya kepada penjual, namun sudah mengajukan proses 

balik nama sertifikat tanah.63 

 

D. Badan Pertanahan Nasional 

Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga 

pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, 

regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. 

BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan 

Presiden Nomor 85 Tahun 2012.64 

Wewenang Pembatalan Hak Atas Tanah telah diatur dalam 

ketentuan Pasal 12 dan 14 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, 

pada bagian keenam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan keputusan mengenai :65 

1. Pembatalan Keputusan pemberian hak atas tanah yang telah 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota 

yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya; 

2. Pembatalan Keputusan pemberian hak atas tanah yang 

kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Badan 

                                                             
63 Antonius Alreza Pahlevi, Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan 

Prosedurnya, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-

pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021 pukul 

14.00 WIB. 
64 Noviasih Muharam, op.cit, hlm.17. 
65 Ibid,  hlm.20-21. 

https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5e6b341f2ecd6/mitra/lt4c452c9c1a7d2/antonius-alreza-pahlevi-m--sh--mh
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya/
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Pertanahan Nasional Provinsi, untuk melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 14 menjelaskan mengenai wewenang Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu:66 

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas 

tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannnya kepada Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya sebagaimana 

dimaksud dalam Bab II dan Bab III.  

2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan 

keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dilimpahkan 

kewenangan nya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/ Kotamadya sebagai mana dimaksud dalam Bab II dan 

Bab III apabila atas laporan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi hal tersebut diperlukan berdasarkan 

keadaan di lapangan.  

 

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi 

keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak 

dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

/Kota. 67 Dari bunyi kedua Pasal diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat keputusan pembatalan 

hak atas tanah adalah : 68 

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan kewenangan 

Atributif;  

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

berdasarkan pelimpahan ke wenangan meliputi: Pembatalan 

keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh 

                                                             
66 Ibid,  hlm.21. 
67 Ibid,  hlm.21. 
68 Ibid,  hlm.21. 
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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota yang terdapat cacat 

hukum dalam penerbitan nya, Pembatalan keputusan pemberian hak 

atas tanah yang kewenangan pemberian dilimpah kan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk melaksanakan 

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap. 

 

Alur Pembatalan Hak Atas Tanah :69  

1. Kantor Pertanahan.  

a. Semua permohonan pembatalan hak (lengkap dengan 

lampiran berkas yang terkait) diajukan melalui Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.  

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota meneruskan 

berkas permohonan tersebut ke Kantor Wilayah BPN 

Provinsi. 

2. Kanwil BPN Provinsi. 

a. Jika permohonan pembatalan di maksud adalah 

wewenangnya, maka Kakanwil BPN Provinsi memproses 

nya dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan 

Haknya dan menyampaikannya kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten / Kota; 

b. Jika permohonan pembatalan di maksud adalah wewenang 

Menteri Negara Agraria, maka Kakanwil me neruskan 

permohonan dimaksud kepada Menteri.  

3. Menteri Negara Agraria/kepala BPN. Menteri Negara Agraria / 

Kepala BPN menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Hak 

terhadap :  

a. Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kakanwil 

BPN Provinsi yang mengandung cacat hukum administratif 

dalam proses pemberian haknya;  

b. Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN yang mengandung cacat hukum 

administratif dalam proses pemberian haknya maupun 

Putusan Pemberian Hak yang sudah ada Putusan Peradilan 

yang inkracht. 

c. Dan menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan Hak 

kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk 

                                                             
69 Ibid,  hlm.21-22. 
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diteruskan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota 

yang bersangkutan. 

 
 

 

Pasal 52 PP 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: 

1. Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan 

hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku 

tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang 

bersangkutan, berdasarkan :  

a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, 

jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya; 

b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak 

yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;  

c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah 

dilepaskan oleh pemegang haknya.  

2. Dalam hal sertifikat hak atas tanah yang hapus tidak diserahkan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada 

buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. 
 

 

E. Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta penegakan terhadap hah-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.70 Perlindungan 

hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau 

memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.71Kemudian perlindungan 

hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang 

dilindungi.72 

 

 

                                                             
70 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm.1. 
71 Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal 

(Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.19.  
72 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.261. 
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Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu:73 

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

 

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum 

yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif74, 

yang menjadi dasar adanya kedua perlidungan hukum tersebut, yakni : 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, 

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa.75 Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari the right 

to be heard, yaitu :76 

a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat 

mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya; 

b. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (good 

administration) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya 

antara yang memerintah dan yang diperintah. 
 

Sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu 

sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka 

sebagai upaya mewujudkan keadilan (the right to be heard) dan upaya 

hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses 

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 

tentang proses pemenuhan hak mereka (acces to information), sebagai 

                                                             
73 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54. 
74 Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm.4-5. 
75 Ibid, hlm.4-5. 
76 Ibid, hlm.4. 
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wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari the 

right to be heard adalah hak-haknya dan kepentingannya sehingga 

menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang 

baik.77 

 

2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum 

dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.78Sarana 

perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut civil law 

system terdapat dua sistem pengadilan, yaitu pengadilan umum (di 

Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di 

Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara).79 

Tujuan perlindungan hukum yaitu haruslah tercermin dari berjalannya 

hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya 

hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang 

terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang 

mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. 

Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para 

anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin 

keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-

kekacauan di dalam masyarakat.80 

                                                             
77 Ibid, hlm.2-3. 
78 Ibid, hlm.4-5. 
79 Ibid, hlm.5, 
80 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2009, hlm.40. 


